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ABSTRAK 
 
ULVIANTI DIANSARI (B121 13 348) FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK 
INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI SELATAN DALAM 
PENYELESAIAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Proses 
Pengaduan Pelayanan Publik Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar) (dibimbing oleh Marwati Riza dan Anshari Ilyas). 
 
 Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan pengaduan 
pelayanan publik terkait penundaan berlarut di Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar. 
 
Data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif yang kemudian penulis 
sajikan secara deskriptif dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan 
menggambarkan terkait dengan permasalahan yang berhubugan dengan penelitian ini. 
Penelitian ini penulis laksanakan di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, serta Kantor Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar. 
 
Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa (1) Cara Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan pengaduan pelayanan 
publik di Kepolisisan Resort Kota Besar Makassar adalah didasarkan dengan 
Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, (1) 
Laporan, (2)  Pemeriksaan Laporan, (3), Investigasi, (4) Klarifikasi, (5) Mediasi, (6) 
Monitoring, (7), Rekomendasi. (2)Faktor penghambat bagi Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan pengaduan di 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar adalah tidak adanya transparansi dari pihak 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG  
Penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktik 
maladministrasi, antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena 
pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam implementasinya 
ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi obyektifitas maupun 
akuntabilitasnya, maka diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang 
secara efektif mampu mengontrol tugas Penyelenggara negara dan pemerintahan 
seperti lembaga Ombudsman. 
Di Indonesia, pada tanggal 20 Maret 2000  lahir lembaga Ombudsman 
Indonesia yang diberi nama "Komisi Ombudsman Nasional" berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Kemudian lembaga tersebut dibentuk kembali 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia (UU 37/2008) yang disetujui pembuat Undang-Undang dalam Rapat 
Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008, dengan nama ”Ombudsman 
Republik Indonesia”.  
Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga yang bertujuan memberikan 
pelayanan umum kepada seluruh masyarakat menyadari bahwa sangat sulit bagi 
masyarakat terutama yang tinggal di daerah untuk menyampaikan laporan secara 
langsung ke pusat karena berbagai kendala. Berkaitan dengan upaya mendekatkan 
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akses pelayanan kepada masyarakat di daerah, maka Komisi Ombudsman Nasional 
membantu atau mendorong daerah-daerah untuk mendirikan Lembaga Ombudsman 
Daerah (LOD). Komisi Ombudsman Nasional sangat mendukung terbentuknya 
Lembaga Ombudsman Daerah di berbagai daerah karena hal tersebut sejalan dengan 
visi dan misi Komisi Ombudsman Nasional dalam meningkatkan pengawasan 
terhadap pelayanan publik oleh pemerintah demi terwujudnya clean governance  and 
good governance.  
Pendirian Lembaga Ombudsman di daerah mempunyai kepentingan untuk 
melakukan pengawasan terhadap birokrasi pemerintahan di tingkat daerah. Kehadiran 
Lembaga Ombudsman Daerah di Kota Makassar diharapkan mampu memberikan 
solusi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar. Kehadiran 
Lembaga Ombudsman Daerah di Kota Makassar dirancang sebagai lembaga publik 
yang dapat memberikan akses dan kontrol masyarakat dalam partisipasi pengawasan 
kinerja pelayanan publik dan atau dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang 
berkaitan dengan persoalan masyarakat dengan pemerintahan daerah. Ombudsman 
berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk 
yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 
dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi 
tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008. 
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Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan mengawasi 
pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada 
masyarakat. Penyelenggara negara dimaksud meliputi Lembaga Peradilan, 
Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, Instansi 
Departemen dan Non-Departemen, BUMN, dan Perguruan Tinggi Negeri, serta 
badan swasta dan perorangan yang seluruh/sebagian anggarannya menggunakan 
APBN/APBD.1 
Kepolisian sebagai salah satu penyelenggara negara yang bersentuhan 
langsung dengan masyarakat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat harus 
diawasi oleh Ombudsman. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 
13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia menyatakan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 
adalah:  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan  
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.2 
Namun kenyataannya tugas pelayanan kepada masyarakat masih kurang 
maksimal. terutama dalam hal laporan pengaduan yang terkadang pelayanannya 
kurang baik atau biasa disebut dengan penundaan berlarut menyebabkan kekecewaan  
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian sehingga 
sampailah aduan terhadap kinerja kepolisian kepada Ombudsman sebagai lembaga 
                                                             
1 http:www.legalitas.ombudsman co.id, diakses tanggal 12 Februari 2017 
2 UU No. 2 Thn. 2002 `Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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yang khusus mengawasi pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara dan 
pemerintah kepada masyarakat.3 
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merilis delapan instansi pelayanan 
publik yang kinerjanya sangat buruk.Pungutan liar masih ditarik oleh sejumlah 
oknum pegawai negeri sipil (PNS). Delapan instansi tersebut yakni, Satlantas 
Polrestabes Makassar, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, Samsat 
Makassar, Kantor Imigrasi Klas 1 Makassar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Daya,Kantor Catatan Sipil, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar,dan Dinas 
Pendapatan Daerah (Dispenda) Makassar.   
Kepala ORI Perwakilan Sulsel Subhan di Makassar, Ia mencontohkan 
banyaknya calo pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satlantas Polrestabes 
Makassar.Bahkan, tidak sedikit anggota polisi yang merangkap sebagai calo 
pengurusan SIM. Menurut dia, biasanya petugas meminta bayaran lebih tinggi di atas 
biaya yang tertera dalam aturan. Ketika masuk di Polrestabes Makassar,maka kita 
diminta singgah di pos jaga. Jika diketahui ingin mengurus SIM dan 
semacamnya,maka sejumlah petugas menawarkan pengurusan tanpa ujian dengan 
harga di atas ketentuan,ujar Subhan. Hal serupa terjadi di Kantor Imigrasi Makassar. 
Subhan mengaku, tidak sedikit masyarakat yang melakukan pengurusan paspor 
                                                             
3 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan 
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menjadi korban. Triknya adalah menawarkan percepatan pembayaran paspor dengan 
catatan memberikan sejumlah uang diatas biaya yang ditentukan.4 
Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI),Danang Giridrawardana 
menambahkan, instansi kepolisian dan instansi penegakan hukum merupakan 
lembaga yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Sementara,BPN berada di 
urutan kedua sebagai lembaga yang buruk pelayanannya. Jadi instansi inilah yang 
paling dikeluhkan oleh masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Instansi kepolisian 
dan penegakan hukum di urutan teratas, menyusul BPN,papar Danang.5 
Selain itu ketika penulis magang di Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, penulis ditempatkan pada bagian advokasi sekaligus memberikan 
pelayanan pengaduan bagi korban kekerasan pada anak dan perempuan. Pada saat itu 
penulis banyak mendapat keluhan bahwa korban telah melaporkan kasus mereka pada 
polisi akan tetapi tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak kepolisian. 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah 
yang timbul dalam penelitian yang berjudul Fungsi Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian Pengaduan 
Pelayanan Publik (Studi Proses Pengaduan Pelayanan Publik Pada Kantor 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). 
 
                                                             
4 www.ombudsman.go.id/index.php/pwk/sulawesi-selatan/294-calo-marak-di-8-instansi-public.html. 
Diakses pada 11 januari 2017 
5 Ibid 
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B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan pengaduan pelayanan publik di Kepolisian 
Resort Kota Besar  Makassar? 
2. Apa saja faktor penghambat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi 
Selatan dalam menyelesaikan Pengaduan Pelayanan Publik di Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Ombudsman Republik Indonesia 
perwakilan Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan pengaduan pelayanan publik di 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan Pengaduan Pelayanan Publik 
di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Praktis 
  Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
referensi bagi kalangan praktisi dan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan 
pelaksanaan ombudsman dalam menyelesaikan pengaduan pelayanan publik di 
instansi kepolisian 
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2. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharap mampu memperluas dan menambah pengetahuan 
ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan Pelayanan Publik, fungsi 
lembaga Ombudsman dan kualitas pelayan di Polrestabes Makassar 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Fungsi Pemerintahan dan Good Governance 
1. Fungsi Pemerintahan 
Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan 
bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk 
dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan 
senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia 
seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan 
dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi 
kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna 
yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam 
aktivitas dan mengembangkan masyarakat. 
Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, 
menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan 
timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial 
yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) 
anggota masyarakat (Malinowski dalam Garna, 1996 : 55). Untuk membentuk 
institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara 
mereka, yang menurut Rosseau (terjemahan Sumardjo, 1986 :15) adalah konflik 
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kontrak sosial (social contract).6 Adanya kontrak sosial tersebut selanjutnya 
melahirkan kekuasan dan institusi pemerintahan. 
Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup: 
1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, 
dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. 
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok gontokan 
diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi 
di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. 
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 
masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi 
keberadaan mereka. 
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-
bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, 
atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: 
membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak 
terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor 
kegiatan yang produktif, dan semacamnya. 
                                                             
6 MA.Nasution, 2010, Tugas dan Funngsi 
Pemerintah,http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19940/4/Chapter%20II.pdf, diakses 
pada kamis 22 Desember 2016. 
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6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, 
seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja 
baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan 
lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi 
negara dan masyarakat. 
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan. 
Lebih lanjut di bagian lain Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugas-tugas 
pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: 
1. pelayanan (service) 
2. pemberdayaan (empowerment) 
3. pembangunan 
Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan 
akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan menciptakan 
kemakmuran dalam masyarakat. 
Oleh Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian 
diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: 
1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), 
sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil 
termasuk layanan birokrasi. 
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan 
(empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan 
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program pemberdayaan. Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan 
fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung 
jawab yang sangat besar.7 
Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, 
dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang 
memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam 
masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, 
mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 
akan  semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas 
pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.8 
2. Good Governance (Tata Laksana Pemerintah yang Baik) 
Istilah Good Governance diberikan makna yang berbeda antara para pakar 
dari hasil bacaan ada 4 (empat) istilah yang dipergunakan untuk memakai konsep 
Good Governance. Pertama “Sistem Pemerintahan yang Layak” istilah ini 
dipergunakan oleh Panitia Seminar Hukum Nasional ke VII.9 “Reformasi hukum 
Menuju Masyarakat Madani” yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 12-15 Oktober 
1999, dalam laporannya pada halaman 6 (enam) dinyatakan :”Sistem Pemerintahan 
Layak (Good Governance), yang terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan 
                                                             
7 Ibid 
8MA.Nasution, 2010, Tugas dan Funngsi 
Pemerintah,http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19940/4/Chapter%20II.pdf, diakses 
pada kamis 22 Desember 2016. 
9 Panitia Seminar Hukum Nasional ke VII. “Reformasi hukum Menuju Masyarakat Madani” yang 
diselenggarakan di Jakarta tanggal 12-15 Oktober 1999, dalam laporannya pada halaman 6 (enam) 
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negara yang bersih, transparan, partisipatif, dan yang memiliki akuntabilitas publik, 
merupakan hal-hal yang sangat menentukan berfungsinya supra struktur dan 
infrastruktur politik sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat secara demokratis”. 
Kedua : Miftah Toha dengan berpijak pada pengertian governance menurut World 
Bank yang diartikan sebagai “tata pemerintahan” (yaitu suatu sikap dimana 
kekuasaan atau power itu digunakan untuk mengelola sumber-sumber ekonomi dan 
sosial dalam rangka melakukan pembangunan) mempergunakan istilah “Tata 
Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa” untuk istilah good governance. Ketiga : 
Soewoto Mulyodarmo mempergunakan istilah “Pemerintahan yang baik”, 
dikatakannya pemerintahan yang bersih (clean government) akan melahirkan 
pemerintahan yang baik (Good governance) pemerintahan yang baik hanya bisa 
tewujud bila diselenggarakan oleh pemerintah yang baik (good governance), 
pemerintah yang baik harus berlandas pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. 
Keempat : Mahfud MD mempergunakan istilah pengelolaan yang baik” istilah untuk 
good governance. 
Dari keempat istilah yang dipergunakan oleh masing-masing pakar tersebut, 
bila dikaji secara cermat maka dapat ditarik satu unsur yang sama yaitu bahwa dalam 
istilah good governance itu subtansi intinya adalah penyelenggaraan atau aktivitas 
dari penyelenggara pemerintahan (pemerintah) hal ini dapat dilihat dari penggunaan 
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kata pemerintahan (kecuali Mahfud MD mempergunakan kata penyelenggara, 
tentunya yang dimaksud adalah penyelenggara pemerintah).10 
Dari uraian diatas tampak jelas bahwa pengertian good governance sangatlah 
luas yaitu mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik di 
Indonesia.Pemerintah negara Indonesia dibentuk dengan maksud untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial 
(Pembukaan Undang-undang Dasar 1945). Agar tujuan dari dibentuknya negara 
Indonesia dapat terlaksana maka diperlukan kepemerintahan yang baik. 
Karakteristik Good Governance 
United Nation Development Program (UNDP) sebagaimanan yang dikutip 
oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan karakteristik good 
governance sebagai berikut ; 
1. Partisipasi (Participation) : setiap warga masyarakat mempunyai suara dalam 
pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi 
institusi legitimasi yang mewakili kepentinganya. Partisipasi ini dibangun 
atas dasar kebeasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 
konstruktif. 
                                                             
10Hamzah Baharuddin, 2010, Konstruksi Kepolisian. Pustaka Refleksi, Makassar, hlm.37 
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2. Aturan hukum (Rule of law) : kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan 
tanpa pandang buku, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 
3. Transparansi (Transparency) : Transparansi dibangun atas dasar kebebasan 
arus informasi. Proses – proses,  lembaga – lembaga dan informasi secara 
langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus 
dapat dipahami dan dapat dimonitor. 
4. Daya tangkap (responsiveness) : Lembaga – lembaga dan proses – proses 
harus mencoba untuk melayani setiap “stakeholders” 
5. Berorientasi Konsensus ( Consensus Orientation) : Good governance 
menjadi perantara kepentingan yang berbeda utki memperoleh pilihan- 
pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan–
kebijakan maupun prosedur – prosedur. 
6. Berkeadilan (Equity) : Semua warga negara, baik laki – laki maupun 
perempuan , mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga 
kesejahteraan mereka. 
7. Efektivitas dan efisien (Efektiveness and dan efisiency) : Proses – proses 
dan lembaga – lebaga sebaik  mungkin menghasilkan sesuai dengan apa 
yang digariskan dengan menggunakan  sumber – sumber yang tersedia. 
8. Akuntabilitas (Accountability) : Para pembuat keputusan dalam 
pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) 
bertanggungjawab) kepada publik dan lembaga – lembaga. Akuntabilitas ini 
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tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah 
keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. 
9. Visi Strategi (Strategi Vision) : Para pemimpin dan masyarakat memiliki 
perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan 
jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan 
semacam ini 
Sedangkan Ghambir Bhatta11  sebagaimana dikutip Sedarmayanti 
mengungkapkan “unsur – unsur utama governance (bukan prinsip) yaitu : 
akuntabilitas (Accountability), transparansi (Transparacy), keterbukaan (openess), 
dan aturan hukum (rule of law) ditambah dengan kompetensi managemen 
(managemen competence) dan hak   -hak asasi manusia (human right). Tidak jauh 
berbeda, Ganie Rahman12, menyebutkan ada empat unsur utama yaitu 
accountability, adanya kerangka hukum (rule of law), informasi dan transparansi . 
Sebuah pendekatan terbalik dilakukan oleh Kenneth Thomson, 
sebagaimana dikutip oleh Riswanda Imawan, daripada menyebutkan ciri good 
governance , dia lebih suka menyebutkan ciri bad governance . Kebalikan dari 
ciri bad governance inilah yang layak disebut sebagai good governance. 
                                                             
11 Sedarmayanti,  Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) , Membangun Sistem Manajemen 
Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance , Mandar Maju, Bandung, 2004, 
hal 43 
12 Meuthia Ganie Rahman, “Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapanya” dalam 
Hak 
Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik ), Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 2000 
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Apabila sifat dan hakikat good governance tersebut dikaitkan dengan unsur-
unsur pokok Negara yang telah diuraikan, maka nampak bahwa good governance 
tidak lain merupakan sarana untuk melaksanakan konsep atau ide negara hukum. 
Dengan kata lain good governance diperlukan dalam rangka menegakkan konsep 
Negara hukum, khususnya terhadap kepolisian guna melindungi hak-hak asasi warga 
negara dan dilain pihak agar fungsi kepolisian sebagai penegak hukum itu dijalankan 
menurut ketentuan hukum (asas legalitas atau prinsip supremasi hukum) dan tidak 
atas kekuasaan semata. 
Sebagai suatu republik yang bersendikan kepentingan publik, Indonesia 
adalah dengan sendirinya sebuah negara hukum, bukan kekuasaan.Masyarakat tidak 
mungkin berjalan tanpa aturan dan hukum, dan dalam sebuah negara yang 
bersendikan masalah publik semua aturan dan hukum itu harus bersumber dari 
pertimbangan pokok penciptaan maslahat publik dan mengacu pada tujuan akhir 
kehidupan bernegara itu.13 
Dijelaskan lebih lanjut bahwa good governance berorientasi pada : 
1. Orientasi Ideal, Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. 
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efesien 
dalam melakukan  upaya mencapai tujuan nasional. 
3. Pengawasan. 
Orientasi yang dimaksud harus dalam kerangka sistem konstitusi agar tidak 
terjebak pada adagium tujuan menghalalkan cara yang kadang berakibat kontra 
                                                             
13 Ibid.hlm. 42 
17 
 
produktif. Berkaitan dengan tuntutan transparansi dan partisipasi masyarakat yang 
mengedepankan pada setiap proses pengambil kebijakan publik bisa dipahami, karena 
sifat sentralistik penyelenggaraan pemerintahan pada orde baru cenderung bersifat 
tertutup dan lembaga perwakilan rakyat belum dapat sepenuhnya memperjuangkan 
aspirasi masyarakat.14 
Dalam kaitan ini, Bagir Manan menjelaskan bahwa di negara Belanda yang 
kemudian juga diikuti oleh ahli Hukum Administrasi Negara Indonesia, dikenal 
adanya prinsip – prinsip atau asas – asas umum penyelenggaraan administrasi negara 
yang baik (algemene beginselven van behoorlijkbestuur general princiles of good 
administration, yang berisi pedoman yang harus diperegunakan oleh administrasi 
negara dan juga oleh hakim untuk menguji keabsahan perbuatan hukum 
(rechtshandelingen) administrasi negara. Asas-asas ini antara lain mencakup : 
motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang – wenang (willekeur), kehati 
– hatian (zorgvuldigheid), kepastian hukum, persamaan perlakuan tidak 
menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan (detournement de pouvoir, 
fairness) dan lain-lain. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pembahasan 
mengenai good and clean government di Indonesia baru dimulai pada tahun-tahun 
terakhir ini. Tetepai sebenranya menurut Saldi Isra dilihat dari perkembangan 
peraturan perundang – undangan pembicaraan ke arah pemerintahan yang baik 
dan benar sudah dimulai seiring dengan kuatnya keinginan untuk membuat Peradilan 
                                                             
14Ibid, hlm.43 
18 
 
Tata Usaha Negara (PTUN). Artinya, pembicaraan good and clean government , 
paling tidak sudah dimulai sejak awal tahun 1970 –an, yaitu dengan penerbitan buku 
Kuntjoro Purbopranoto yang berjudul Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan 
dan Peradilan Administrasi Negara pada tahun 1978. 
B. PELAYANAN PUBLIK 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
  Dari perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat sebgai suatau 
kewajiban yang harus diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan 
kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara atau penduduknya 
atau suatu pelayanan.15 Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.16 
Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau 
pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 
organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang 
diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, 
perusahaan pengangkutan milik swasta. 
                                                             
15 Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, Hukum Pelayanan Publik, Setara Pers, Malang, hlm. 11 
16 UU No. 25 thn 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1 
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2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 
organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi :  
a. Yang bersifat primer dan, adalah semua penyediaan barang/jasa publik 
yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah 
merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak 
mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor 
imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan. 
b. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa 
publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya 
pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya 
beberapa penyelenggara pelayanan. 
Unsur-unsur Pelayanan Publik 
1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan 
penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 
(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia 
layanan. 
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia 
layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. 
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4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan 
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal 
ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 
pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang 
dan atau jasa yang mereka nikmati. 
Ciri-ciri Pelayanan Publik Yang Baik : 
1. Tersedianya karyawan yang baik. 
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik. 
3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal 
hingga akhir. 
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat. 
5. Mampu berkomunikasi. 
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. 
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. 
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan). 
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan). 
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2. Asas- Asas Pelayanan Publik 
Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan 
pada umumnya mendasari peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa 
inggris, kata “asas” diformatkan sebagai “principle”, sedangkan dalam kamus bahasa 
Indonesia ada tiga pengertian kata “asas” : (1) hukum dasar, (2) dasar (sesuatu yang 
menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), dan (3) dasar cita-cita. 17Asas hukum 
mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, dan karena mengandung tuntutan etis, maka 
asas hukum merupakan nilai sosial dan pandangan etis masyarakatnya.18 
Dalam pemahaman hukum secara elementer, Ateng Syafrudin19 
menyederhanakan perbedaan antara asas dan norma hukum sebagai berikut : 
Asas merupakan : 
1. Dasar pemikiran yang umum dan abstrak 
2. Ide atau konsep 
3. Tidak mempunyai sanksi 
Norma merupakan : 
1. Aturan yang konkret 
2. Penjabaran dari ide 
3. Mempunyai sanksi 
                                                             
17 Sirajuddin,dkk. 2012, Hukum Pelayanan Publik, Setara Pers, Malang, hlm., 21 
18 Achmad Ruslan, 2013, pembentukan peraturan perundang-undangann di Indonesia, Rangkang 
Education, Yogyakarta. 
19 Ateng Syafrudin, “Butir-butir Telaahan tentang asas-asas umum pemerintahan yang layak untuk 
Indonesia”, sebagaimana dikutip oleh Jazim Hamidi, 1999.Penerapan AAUPL Di Lingkungan Peradilan 
Administrasi Indonesia (Upaya Menuju “Clean and Stable Goverment), Bandung :Citra Aditya Bakti, 
hlm. 43 
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Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial tak pelak menempatkan 
peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata 
kehidupan masyarakat. Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial pertama kali 
diperkenalkan oleh Roscoe Pond.Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa 
dalam pembangunan nasional diutamakan asas-asas umum yang diterima bangsa-
bangsa di dunia tanpa meninggalkan asas hukum asli atau hukum adat yang masih 
berlaku relevan dengan kehidupan kehidupan dunia modern. Selanjutnya dikatakan 
bahwa perlu dipertahankan asas-asas pancasila : 
a. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum 
Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa 
Indonesia. 
b. Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum 
nasional yang bertentangan dengan agama yang bersifat menolak atau 
bermusuhan dengan agama 
c. Asas demokrasi, mengamanatan bahwa dalam hubungan hukum dengan 
kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, kekuasaan ada pada rakyat 
dan wakil-wakil rakyat. 
d. Asas keadilan sosial mengamanankan bahwa semua warga Negara 
mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di depan hukum.20 
                                                             
20Mochtar Kusumaatmadja, 2006. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: diterbitkan 
atas kerjasama Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dengan Penerbit Alumni. 
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Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan disebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan, antara lain : 
a. Kejelasan tujuan 
b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat 
c. Kesesuaian antara jenis dengan materi muatan 
d. Dapat dilaksanakan  
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan  
f. Kejelasan rumusan 
g. Keterbukaan 
Dalam pasal 4 UUPP, dikemukakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik 
berdasarkan : 
1. Kepentingan umum, artinya pemberian pelayanan publik tidak boleh 
mengutamakan pribadi dan atau kelompok 
2. Kepastian hukum, jaminan terwujudn ya hak dan kewajiban dalam 
penyelenggaraan pelayanan. 
3. Kesamaan hak, artinya pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender dan status ekonomi 
4. Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus sebanding 
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 
penerima pelayanan. 
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5. Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi 
sesuai dengan bidang tugas 
6. Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 
harapan masyarakat 
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif artinya setiap warga Negara berhak 
memperoleh pelayanan yang adil 
8. Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 
mengakses dan memperoleh informasi tentang pelayanan  yang diinginkan 
9. Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
10. Rentan, artinya pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan tercipta 
keadilan dalam pelayanan publik 
11. Ketepatan waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 
waktu sesuai dengan standar pelayanan 
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya setiap jenis pelayanan 
dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.21 
                                                             
21Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, Hukum Pelayanan Publik, Setara Pers, Malang, hlm. 42 
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Sementara itu Van der Viles membagi asas dalam pembentukan peraturan 
yang patut ke dalam asas yang formal dan material, adapun asas yang formal 
meliputi : 
1. Asas tujuan yang jelas, yang mencakup tiga hal yakni 
mengenai ketepatanletak peraturan perundang-undangan dalam 
kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus 
peraturan yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian 
yang akan dibentuk tersebut. 
2. Asas organ/lembaga yang tepat, hal ini menegaskan kejelasan 
organ organ yang menetapkan peraturan perundang-
perundangan tersebut. 
3. Asas perlunya pengaturan. Merupakan prinsip yang 
menjelaskan berbagai alternative maupun relevansi 
dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problema 
pemerintahan. 
4. Asas dapatnya dilaksanakan yaitu peraturan yang dibuat 
seharusnyadapt ditegakkan secara efektif. 
5. Asas konsesus, yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan 
kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara 
konsekuen. 
Sedangkan asas-asaS materiil meliputi : 
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1. asas tentang terminologI dan sitematika yang benar, artinya 
setiap peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat. 
2. asas perlakuan yang sama dalam hokum, hal demikian untuk 
mencegah praktikketidakadilan dalam memperoleh pelayanan 
hokum. 
3. Asas kepastian hukum, artinya peraturan yang dibuat 
mengandung aspek konsistensi walaupun diimplementasikan 
dalam waktu dan yang berbeda. 
4. Asas pelaksanaan hukum, hukum sesuai dengan keadaan 
individual, asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang 
khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang 
menyangkut kepentingan individual.22 
 
3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 
Prinsip-prinsip pelayanan publik adalah : 
1. Kesederhanaan, Tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 
dilaksanakan. 
2. Kejelasan  
•  Persyaratan teknis dan administratif. 
• Unit bekerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa . 
                                                             
22 Ibid hlm.31 
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•  Rincian dan tata cara pembayaran.  
3. Kepastian Waktu, Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 
kurun waktu yang telah ditentukan. 
4. Akurasi, Produk dapat diterima dengan benar, tepat dan sah. 
5. Keamanan, Proses dan produk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 
6. Tanggung Jawab, Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 
yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan dan 
penyelesaian persoalan. 
7. Kelengkapan Sarana Prasarana, Tersedianya sarana dan prasarana kerja , 
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 
8. Kemudahan Akses, Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai , 
mudah dijangkau oleh masyarakat. 
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, Pemberi pelayanan harus bersikap 
disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
10. Kenyamanan, Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 
fasilitas pendukung seperti parkir, toilet, tempat ibadah dll.23 
 
 
                                                             
23Ibid. 
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4. Kualitas Pelayanan Publik 
Jika dihubungkan dengan pelayanan publik, pelayanan adalah kualitas 
pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak defenisi yang 
berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. 
Defenisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan langsung karakteristik 
langsung dari suatu produk, seperti : 
1. Kinerja 
2. Keandalan 
3. Mudah dalam Penggunaan 
4. Estetika24 
Adapaun dalam defenisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah sesuatu 
yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan, agar pelayanan yang 
diberikan berkualitas tentu saja kedua kualitas dimaksud harus dipenuhi. Negara 
berkembang umumnya tidak da pat memenuhi kedua kualitas tersebut sehingga 
pelayanan publiknya menjadi kurang memuaskan, secara rinci Master dalam Dadang 
Julianta (Ed)25mengemukakan berbagai hambatan dalam pengembangan sistem 
manajemen kualitas, antara lain:  
1. Ketiadaan komitmen dari manajemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Ketiadaan pengetahuan dan kekurangpahaman tentang manajemen kualitas 
bagi aparatur yang yang bertugas melayani 
                                                             
24 Lijan Poltak Sinambela, 2014, Reformasi Pelayanan Publik, Pt. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 6 
25 Dadang Juliantara (Ed), Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, 
(Yogyakarta: Pembaruan,2005), hlm.19-20 
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3. Ketidakmampuan aparatur mengubah kultur yang mempengaruhi kualitas 
manajemen pelayanan pelanggan 
4. Ketidakmampuan perencanaan manajemen kualitas yang dijadikan pedoman 
dalam pelayanan pelanggan 
5. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum dioptimalkan 
6. Ketidakmampuan membangun lerning organitation dalam organisasi 
7. Ketidaksesuaian antara struktur antara organisasi dengan kebutuhan 
8. Ketidakcukupan sumber daya dan dana 
9. Ketidaktepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi para karyawan. 
10. Ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas ke dalam organisasi 
11. Ketidaktepatan dalam memberikan perhatian pada pelanggan, baik internal 
maupun eksternal 
12. Ketidaktepatan dalam pemberdayaan dan kerja sama.26 
Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 
pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi 
dan, kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk 
akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan dan 
lain-lain.27 
 
 
                                                             
26 Lijan Poltak Sinambela, 2014, Reformasi Pelayanan Publik, Pt. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 7 
27 Harbani Paslong, 2010, Teoro Administrasi Publik, Alfabeta CV, Bandung, Hlm. 129 
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5. Pelayanan Publik Di Instansi Kepolisian 
 Sesuai dengan buku Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Resor, Pasal 3 “Dalam melaksanakan tugas Polres menyelenggarakan 
fungsi” ini juga merupakan bentuk dari sistem pelayanan,  
sebagai berikut : 
1. Pemberian pelayanan kepolisisan kepada warga masyarakat yang 
membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan 
dan permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan 
anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin/keterangan, sesuai ketentuan 
hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. 
2.  Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian 
dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan 
rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan 
pemeliharaan keamanan dalam negeri. 
3.  Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi    
dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum 
serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil. 
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi perpolisian masyarakat dan 
pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam 
rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap 
hukum dan perundang-perundangan, terjalinnya hubungan Polri –masyarakat 
yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta pembinaan teknis, 
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koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa lainnya. 
5. Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan 
dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan 
tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta 
pengamanan objek vital yang meliputi VIP, parawisata dan objek vital 
lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas. 
6. Lalu Lintas Kepolisisan, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, 
pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan 
penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, 
keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 
7. Kepolisian Perairan, yang meliputi kegitan patrol termasuk penanganan 
pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan 
kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan, dalam 
rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah 
perairan. 
8. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga 
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masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak 
yang berwenang.28 
Pada dimensi eksternal, pelayanan publik akan memainkan peranan kunci 
dalam menghadapi tantangan globalisasi. Paling tidak tantangan globalisasi tersebut 
memerlukan jawaban dalam hal peningkatan daya saing (competitiveness) dan daya 
tarik (attractiveness), baik ditingkat regional maupun internasional. Dalam Kode Etik 
POLRI berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.KEP/32/VII/ 2003 ditegaskan dalam 
pasal 5 bahwa ”memberikan pelayanan terbaik, memberikan pelayanan kepada 
masyar akat secara ikhlas dengan prosedur cepat, sederhana, serta tidak bermasa 
bodoh, apatis, mendiamkan adanya harapan masyarakat”. Secara lebih rinci diatur 
beberapa tindakan atau perilaku yang harus dan dilarang untuk dilakukan dalam 
rangka pelayanan publik tersebut, mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit, 
tidak membeda-bedakan (diskrimiasi cara pemberian pelayanan, tidak meminta biaya 
kecuali diatur oleh undang-undang, tidak mengeluarkan kata-kata atau gerakan tubuh 
yang mengisyaratkan minta imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan”. 
Pelaksanaan pelayanan publik oleh kepolisian berupa pelayanan administratif 
antara lain adalah penerbitan ijin seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Ijin 
Keramaian. Pelayanan SIM dilakukan oleh Kepolisian Resor atau Kepolisian 
Wilayah Kota Besar, sedang ijin keramaian diberikan oleh seluruh tingkat kepolisian 
                                                             
28 Andi Irwan Zam, 2013, Budaya Kerja Kepolisian,http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle 
diakses pada Sabtu 17 Desember 2016. 
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dari Kepolisian Sektor sampai Mabes POLRI tergantung cakupan kegiatan atau 
keramaian yang dimintakan ijin. 
C. OMBUDSMAN RI 
1. Lembaga Ombudsman 
Berdasarkan Undang-Undang RI no. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 Ombudsman Republik Indonesia yang disebut 
dengan Ombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengenai 
penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara 
negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 
Negara serta Badan Hukum Milik Negara serta Badan swasta atau perseorangan yang 
diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ anggaran 
pendapatan dan belanja daerah.29 
Dalam Ensiklopedia Columbia, ombudsman diartikan dengan : ”as a 
government agent serving as an intermediary between citizens and the government 
bureaucracy, the ombudsman is usually independent, impartial, universally accesible 
and empowered only to recommended”. The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 
Columbia University Press, 2001. Yang artinya ”Agen pemerintah yang melakukan 
fungsi mediasi antara masyarakat dengan penyelenggara atau aparat pemerintah, 
ombudsman biasanya bersifat independen, tidak berat sebelah, umum dan 
                                                             
29Undang-undang no. 37 thn. 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 
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berwewenang hanya untuk rekomendasi”.Lebih lanjut lagi American Bar Association 
menjelaskan mengenai ombudsman dengan : ”The ombudsman is an office provided 
for by the constitution or by action of the legislature or parliament and headed by an 
independent, high-level public official who is responsible to the legislature or 
parliament, who receives complaints from aggrived persons against government 
agencies, officials and employees or who acts on his own motion and who has the 
power to investigate, recommend corrective action and issue reports”. International 
Bar Association Resolution, Vancouver, 1974. Yang artinya ”Ombudsman adalah 
perkantoran yang menyajikan suatu konstitusi atau tindakan untuk mengawasi dan 
memimpin dengan suatu independensi, pejabat resmi dengan level tinggi yang mana 
mempunyai tanggung jawab kepada badan legislasi, yang mana menerima keluhan 
masyarakat yang berkaitan dengan pejabat pemerintah, pegawai negeri dan karyawan 
atau perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan, ombudsman mempunyai 
kekuasaan untuk melakukan penyelidikan, menganjurkan aksi kebenaran dan laporan 
pokok persoalan” 
Awal mula ombudsman sebenarnya berasal dari Swedia yang mempunyai 
beberapa definisi. Kata ombudsman bisa diartikan dengan representative, agent, 
delegate, lawyer, guardian or any other person who is authorized by others to act on 
their behalf and serve their interest, yang berarti “Perwakilan, agen, delegasi, 
pengacara, pelindung atau orang-orang yang diminta oleh orang lainnya untuk 
melakukan mewakili kepentingan mereka dan melayani keuntungan mereka. 
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Ombudsman umunya disebutkan bahwa ide pembentukan institusi Ombudsman 
pertama kali datang dari Raja Swedia Charles II.30 
Cita-cita untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang bersih 
merupakan cikal bakal didirikannya komisi ombudsman, hal ini tertuang dalam 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi 
Ombudsman Nasional yang menyatakan :“Pemberdayaan masyarakat melalui peran 
serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan 
negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan 
nepotisme”. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman 
Nasional. 
2. Wewenang Ombudsman 
Sebelum masuk pada wewenang ombudsman penulis akan terlebih dahulu 
membahas mengenai pengertian dari wewenang itu sendiri. Menurut Bagir Manan, 
“kekuasaan” (macht) tidak sama artinya dengan “wewenang”. Kekuasaan 
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang berarti hak dan 
sekaligus kewajiban. Soerjono Soekanto, menguraikan bahwa beda antara kekuasaan 
dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain 
dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada 
                                                             
30 Budhi Matshuri, 2005, Mengenal Ombudsman Indonesia, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3 
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seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat 
pengakuan dari masyarakat31 
Ombudsman RI dibentuk berdasarkan ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2008, 
dibentuknya ombudsman kian memperbanyak jumlah institusi-institusi negara yang 
mandiri (state auxiliaris institutions) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.32 
Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2008 menyatakan “Ombudsman adalah merupakan 
lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan 
lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas 
dan wewenangnya bebas dari campur tangan lainnya.33 
Berdasarkan UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, wewenang 
Ombudsman adalah sebagai berikut : 
1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis pelapor, terlapor, atau pihak 
lain yang terikait mengenai laporan yang disampaikan kepada ombudsman. 
2. Memeriksa keputusan, surat menurat, atau dokumen lain yang ada pada 
pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan. 
3. Meminta klarifikasi dan/atau salinan fotokopi dokumen yang diperlukan dari 
instansi manapun untuk pemeriksaan laporan 
                                                             
31 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).hal 
30. 
32Sirajuddin,dkk. 2012, Hukum Pelayanan Publik, Setara Pers, Malang, hlm., 155. 
33UU No. 37 Thn. 2008 Tentang Ombudsman RI Pasal 2 Ayat 1   
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4. Melakukan pemanggilan terhadap terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan 
laporan. Menyelesaikan laporan mealui mediasi dan konsiliasi atas permintaan 
para pihak. 
5. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk 
rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak 
yang dirugikan. 
6. Demi kepentingan umum mengumumkan hasi temuan, kesimpulan, dan, 
rekomendasi. 
Selain wewenang di atas ombudsman juga berwenang : 
1. Menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau pemimpin 
penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi 
dan/atau prosedur pelayanan publik. 
2. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap 
Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan 
perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.34 
3. Orientasi dan Tara Kerja Ombudsman RI 
Mengenai cara kerja Ombudsman secara rinci dapat dilihat dalam buku 
panduan investigasi untuk ombudsman Indonesia yang diterbitkan Komisi 
Ombudsman Nasional pada tahun 2003. Cara kerja ombudsman meliputi : bagaimana 
                                                             
34UU No. 37 Thn.2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 8 
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dan dengan cara ombudsman menerima laporan masyarakat, proses penelitian 
administrasi, proses penyusunan resume, penyusunan permintaan klarifikasi sampai 
dengan keluarnya rekomendasi ombudsman. Agar pembahasan tidak terjebek dalam 
hal-hal yang terlalu teknis, dalam sub bab ini akan langsung dimulai dari proses 
permintaan klarifikasi sebagai pintu pembuka ombudsman dalam menindaklanjuti 
laporan masyarakat.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
35 Budhi Matshuri, 2005, Mengenal Ombudsman Indonesia, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-
masalah penelitian.Dengan menguasai metode penelitian kita bukan hanya bisa 
memecahkan berbagai masalah penelitian, namun juga bisa mengembangkan bidang 
keilmuan yang kita geluti, memperbanyak penemuan-penemuan batu yang 
bermanfaat bagi masyarakat. 
A. Tipe Penelitian 
 Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah Sosio Legal, penelitian 
hukum Sosio Legal digunakan dengan meneliti secara langsung di lapangan dan 
melihat bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang 
berkaitan. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap responden yang 
berkompeten di bidang yang berkaitan, wawancara dilakukan di dua instansi, pada 
instansi kepolisian dilakukan wawancara dengan Kepala SPKT dan OPS Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar, dan pada Ombudsma Ri Perwakilan Sulawesi Selatan 
dilakukan wawancara dengan asisten ketua Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Sulawesi Selatan. 
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B. Jenis Data dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data Primer adalah data yang  diperoleh langsung dari sumber 
pertama. Pengambilan data prime ini dilakukan dengan cara melihat atau 
melakukan wawancara. 
 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara 
atau tidak langsung dan melengkapi data primer. Data sekunder antara lain 
mencakup dokumen-dokmen resmi, buku-buku, hasi-hasil penelitian yang 
berwujud laporan, dan sebagainya.36 
C. Lokasi Penelitian 
 Berkaitan dengan judul penulis yaitu Fungsi Ombudsman Dalam Penyelesaian 
Pengaduan Pelayanan Publik Di Polrestabes Makassar maka penulis melakukan 
penelitian di Kantor perwakilan Ombudsman RI propinsi Sulawesi Selatan yang 
berlokasi di Jalan Sulltan Alauddin, no. 9 Kompleks Plaza Alauddin BA no. 9 
Makassar. 
 
 
 
 
                                                             
36 Soerjono Soekanto, Pengantar Peneliian Hukum, UI-Perss, Jakarta,1986, hlm.12 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara  
Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 
berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan dari wawancara 
adalah untuk mendapatkan informasi yang terpercaya. 
2. Studi Pustaka 
Studi Pustaka adalah mengumpulkan informasi dan data dengan 
bantuan berbagai material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, 
catatan, dan lain-lain. 
E. Analisis Data 
 Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi 
sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi 
permaslahan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang 
diperoleh oleh penulis baik primer ataupun sekunder akan dilakukan analisis data 
secara kualitatif, dan dipaparkan secara deskriptif. 
 
 
 
 
 
42 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dalam 
Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik di Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar 
Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutya disebut Ombudsman adalah 
lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 
pemerintahan yang termasuk diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagaian atau seluruh dananya 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan /atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah.37 
Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga yang bertujuan memberikan 
pelayanan umum kepada seluruh masyarakat menyadari bahwa sangat sulit bagi 
masyarakat terutama yang tinggal di daerah untuk menyampaikan laporan secara 
langsung ke pusat karena berbagai kendala. Berkaitan dengan upaya mendekatkan 
akses pelayanan kepada masyarakat di daerah, maka Komisi Ombudsman Nasional 
membantu atau mendorong daerah-daerah untuk mendirikan Lembaga Ombudsman 
Daerah (LOD). Komisi Ombudsman Nasional sangat mendukung terbentuknya 
                                                             
37 www.ombudsman.go.id , diakses pada 27 Februari 2017 
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Lembaga Ombudsman Daerah di berbagai daerah karena hal tersebut sejalan dengan 
visi dan misi Komisi Ombudsman Nasional dalam meningkatkan pengawasan 
terhadap pelayanan publik oleh pemerintah demi terwujudnya clean governance  and 
good governance. 
Pendirian Lembaga Ombudsman di daerah mempunyai kepentingan untuk 
melakukan pengawasan terhadap birokrasi pemerintahan di tingkat daerah. Kehadiran 
Lembaga Ombudsman Daerah di Kota Makassar diharapkan mampu memberikan 
solusi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar. Kehadiran 
Lembaga Ombudsman Daerah di Kota Makassar dirancang sebagai lembaga publik 
yang dapat memberikan akses dan kontrol masyarakat dalam partisipasi pengawasan 
kinerja pelayanan publik dan atau dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang 
berkaitan dengan persoalan masyarakat dengan pemerintahan daerah. 
Untuk menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat 
yang sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota masyarakat, 
maka perlu pemberdayaan masyarakat melalui peran serta untuk melakukan 
pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan  pemerintahan daerah. Oleh karena itu 
dibentuklah Lembaga Ombudsman Kota Makassar yang ditetapkan melalui Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 7 tahun 2008. Ombudsman Republik Indonesia 
membentuk Ombudsman Perwakilan disetiap provinsi agar dapat memudahkan 
masyarakat salah satunya adalah Lembaga Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Sulawesi Selatan yang beralamat di Kompleks Palza Alauddin, Blok BA, 
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No 9, Jalan Sultan Alauddin, GN. Sari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adanya 
Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan sangatlah 
membantu masyarakat yang ingin mengeluhkan masalah terkait maladministrasi 
negara. 
Dalam menjalakan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Sulawesi Selatan dibantu dengan beberapa pihak, hal ini dapat dilihat dari struktur 
organisasi kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. 
Adapun Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Sulawesi Selatan : 
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN 
RI PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBHAN 
KEPALA PERWAKILAN 
MUSLIMIN.B PUTRA 
ASISTEN 
MARIA ULFA 
ASISTEN 
ASWIWIN SIRUA 
ASISTEN 
SEKRETARIAT 
AMRI SYAM 
Bid. Keuangan 
MUH. RESHA IRAWAN 
Bid. Administrasi Umum 
 
ST. DWI ADIYAH PRATIWI 
ASISTEN 
RIDWAN 
ASISTEN 
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Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman dibantu oelh asisten Ombudsman 
yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan Ombudsman,dan juga dibantu 
oleh sebuah secretariat yang dipimpin oleh sekretaris. 
Hubungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan 
dengan Pemerintah Kota Makassar dapat dilihat dari kebersamaan mereka mengawal 
pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan 
memahami bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas memerlukan 
kerjasama dengan institusi lain melalui penandatanganan naskah kerja sama dengan 
beberapa pemerintah dan swasta guna meningkatkan komitmen penyelenggara negara 
dalam mewujudkan pelayanan yang baik dengan setiap akhir tahun semenjak tahun 
2013 dilakukan rapat koordinasi nasional dengan mengundang pimpinan Kementrian 
Dalam Negeri yang menghasilkan keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini 
Pemerintah Daerah Kota Makassar dan lembaga-lembaga lainnya. 
 Wawancara yang dilakukan penulis dengan Aswiwin Sirua, Asisten Kepala 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Seatan, tanggal 10 Maret 2017, 
mengatakan bahwa : 
“Ombudsman Republik Indonesia mengenai fungsi Ombudsman Republik 
Indonesia, Ombudsman itu merupakan salah satu unsur pengawasan dalam sistem 
pengawasan Indonesia, yakni bentuk pengawasan yang lembaga yang bersifat 
mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi 
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pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari 
campur tangan kekuasaan lainnya”38 
 Menyangkut fungsi Ombudsman Republik Indonesia, bahwa tujuan 
dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia adalah sebagai lembaga pengawasan. 
Apabila dikaji secara saksama peraturan-peraturan yang mengatur tentang lembaga-
lembaga pengawasan yang telah ada, nampaknya kedudukan dan fungsi Ombudsman  
tidaklah sama dengan lembaga-lembaga pengawasan tersebut.39 Ombudsman 
Republik Indonesia memiliki kewenangan mengawasi pemberian pelayanan umum 
oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara negara 
dimaksud meliputi Lembaga Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pertanahan 
Nasional, Pemerintah Daerah, Instansi Departemen dan Non-Departemen, BUMN, 
dan Perguruan Tinggi Negeri, serta badan swasta dan perorangan yang 
seluruh/sebagian anggarannya menggunakan APBN/APBD, Tidak terkecuali 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar adalah juga diawasi oleh Lembaga 
Ombudsman. 
Pelaksanaan tugas polisi diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana salah satu tugas 
polisi adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.40 Salah satu contoh 
                                                             
38 Hasi wawancara dengan Aswiwin Sirua, Asisten Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Sulawesi Seatan, tanggal 10 Maret 2017 
39 Galang Asmara, Jurnal : “Kedudukan dan Fungsi Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan 
Republik Indonesia”, Jurnal Amanna Gapa,Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol 19 Nomor 2, 
Juni 2011, Hsl. 123 
40 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisisan Republik Indonesia 
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kasus yang diambil penulis adalah pelayanan laporan pengaduan di Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar. 
Kepolisian Resort Kota Besar, digunakan untuk ibukota propinsi, Kepala 
kepolisian Resort Kota Besar dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota 
Besar (Kapolrestabes). Kepolisian Resort Kota Besar Makassar berada di Sulawesi 
Selatan yang memiliki karakter masyarakat “Junjung tinggi adat “siri” (Budaya Malu)  
dan Umumnya temperamen tinggi, emosional, dan gampang terhasut”. Satuan 
Wilayahnya meliputi : 
Luas wilayah dan Batas wilatah dari Kepolisian Resort Kota Besar 
Makaassar adalah : 
1. Luas Wilayah : 167,84 KM2 
2. Batas Wilayah : a. Sebelat Utara : Kab. Pangkep 
b.Sebelah Timur :Kab. Maros 
c. Sebelah Barat : Selat Makassar 
d. Sebelah Selatab : Kab. Gowa 
Untuk melaksanakan tugasnya Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
memiliki susunan kepemimpinan yang dapat dilihat daari struktur organisasi sebagai 
berikut : 
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DASAR : PERKAP NO. 23 TAHUN 2010 TGL 30 SEPT 2010 
             STRUKTUR ORGANISASI POLRESTABES MAKASSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sendiri telah beberapa kali dilaporkan 
oleh masyarakat kepada lembaga Ombudsman hal tersebut dikarenakan kekecewaan 
KAPOLRESTABES WAKA POLRESTABES 
BAG OPS BAG REN BAG SUMDA 
SIWAS SIPROPAM SIUM SIKEU 
SAT RESNARKOBA SAT INTELKAM SAT RESKRIM SAT  SABHARA SAT LANTAS SAT BINMAS SAT PAM OBVIT SAT TAHTI SPKT 
SI TIPOL 
POLSEK 1 5 6 2 3 4 10 9 8 7 12 11 
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 
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masyarakat terhadap Kepolisisan Resort Kota Besar Makassar.41 Kepolisisan Resort 
Kota Besar Makassar beberapa kali dilaporkan dengan masalah maladministrasi yang 
sama yaitu penundaan berlarut. Penundaan Berlarut adalah terjemahan dari “Undue 
Delay” petugas yang sering mengulur waktu atau menunda menyelesaikan urusan 
administrasi/kasus warga dengan yang tidak jelas.  
Jika dikaitkan hubungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Sulawesi Selatan dengan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar benar bahwa 
Kepolisisan Resort Kota Besar Makassar telah beberapa kali dilaporkan di 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. 
Hal itu dibenarkan oleh Aswiwin Sirua, Asisten Kepala Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Sulawesi Seatan,dalam wawancara oleh penulis tanggal 10 Maret 2017, 
beliau mengatakan bahwa : 
“ Iya, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar memang sudah beberapa kali di 
laporkan di Ombudsman kebanyakan itu tentang penundaan berlarut apalagi semenjak tahun 
2012” 
Dari hasil wawancara tersebut menurut penulis hal ini sangat bertolak 
belakang dengan apa yang dikatakan oleh bapak Abdullah sebagai wakil kepala 
SIWAS di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang menyatakan bahwa 
pelayanan publik di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sudah sangat baik dan 
tentunya dapat memuaskan masyarakat. Padahal pada kenyataannya ada sebagian 
Pelayanan Publik yang dilakukan oleh oknum polisi yang mengecewakan masyarakat 
                                                             
41 Hasil wawancara dengan Aswiwin Sirua, Asisten Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Sulawesi Selatan, Tanggal 13 Februari 2017 
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seperti penundaan berlarut, Penundaan berlarut adalah salah satu jenis dari mal-
administrasi yang dapat merugikan masyarakat. 
Berikut adalah data Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sebagai Terlapor 
di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan : 
Tabel 2. Laporan Terkait KAPOLRESTABES 
No. Nomor Perkara Jenis Maladministrasi 
1. 0245/LM/X/2016/MKS Penyimpangan Prosedur 
2. 0238/LM/X/2016/MKS Penundaan Berlarut 
3. 0150/LM/V/2016/MKS Penundaan Berlarut 
4. 0124/LM/V/2016/MKS Penundaan Berlarut 
5. 0070/LM/III/2016/MKS Penundaan Berlarut 
Sumber : Data Sekunder 201642 
 
 Dari tabel di atas penulis menyimpulkan bahwa Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar dilaporkan beberapa kali dalam kasus yang sama yakni Penundaan 
Berlarut, hal ini tentunya sangat meresahkan pelapor di Kepolisisan Resort Kota 
Besar Makassar. 
 Penulis melakukan wawancara dengan ST. Dwi Adiyah Pratiwi, selaku 
asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, yang 
mengatakan bahwa : 
                                                             
42 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan 
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“Cara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan 
menyelesaikan laporan tersebut adalah didasarkan pada Undang-Undang” 
 Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan bahwa, 
benar hal itu diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 
Republik Indonesia pada BAB VII Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian 
Laporan. Berdasarkan Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang 
Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa : 
“Ombudsman memeriksa Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24” 
Kegiatan penyelesaian laporan adalah menindaklanjuti dan menyelesaikan 
laporan atas dugaan maladministrasi yang diterima Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Sulawesi Selatan. Akses konsultasi, permintaan, dan data guna penelitian 
skripsi, menghadiri undangan atau bertanya fungsi dan peran dari Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan , hal ini menunjukkan bahwa 
masyrakat memberikan harapan penuh kepada Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Sulawesi Selatan. 
Kegiatan penyelesaian laporan meliputi kegiatan : 
1. Laporan 
2. Pemeriksaan Laporan 
3. Investigasi 
4. Klarifikasi 
5. Mediasi 
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6. Monitoring 
7. Rekomendasi 
1. Laporan 
Dalam hal pelapor mengajukan pengaduan dengan diwakili oleh kuasanya, 
maka penguasaan tersebut harus disebutkan pada bagian identitas atau nama dan 
alamat pelapor. Surat kuasa bermaterai dari pelapor juga harus dilampirkan. Data dan 
informasi yang harus dimuat dalam pengaduan yang disampaikan kepada 
Ombudsman pada prinsipnya sama dengan yang harus dimuat dalam pengaduan yang 
akan disampaikan pada penyelenggara pelayanan publik, yaitu: 
1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan dan 
alamat lengkap pelapor; 
2. Uraian peristiwa, tidnakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci; 
3. Keterangan bahwa pelapor sebelumnya telah menyampaikan laporan 
secara langsung kepada pihak terlapor atau atasannya (penyelenggara 
pelayanan publik), tetapi laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian 
sebagaimana mestinya. (Pasal 24 ayat (1) UU Ombudsman). 
Penulis melakukan wawancara dengan ST. Dwi Adiyah Pratiwi, selaku 
asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, yang 
mengatakan bahwa : 
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“Melapor di Ombudsman sini siapa saja bisa, dan tidak dipungut biaya” 
Dari hasil wawancara diatas pelayanan publik di Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan memang sesuai dengan Pasal 29 Ayat 1 
Undang-Undang No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang 
menyatakan bahwa : 
“Dalam memeriksa laporan,Ombudsman waji berpedoman pada prinsip 
independen, nondiskrimasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya” 
2.  Pemeriksaan Laporan 
Ombudsman memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia43. Laporan 
mengenai penundaan berlarut yang dilakukan pada Kepolisisa Resort Kota Besar 
Makassar di periksa oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi 
Selatan. Dalam hal berkas laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dinyatakan 
lengkap, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan segera 
melakukan pemeriksaan subtantif.44 Dalam melakukan pemeriksaan berkas 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan diwajibkan untuk 
menjaga kerahasiaan, dalam menjaga kerahasiaan tersebut tidak hanya berlaku psaat 
anggota Ombudsman Republik Indonesi Perwakilan Sulawesi Selatan sedang 
menjabat saja tetapi sampai ketika anggota tidak menjabat lagi. 
                                                             
43 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 24 
44 Hasil wawancara dengan Siti Dwi Adiyah, Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Sulawesi Selatan Tanggal 13 Februari 2017. 
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Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan 
memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisisan Resort Kota Besar Makassar 
sebagai terlapor dalam waktu 7 hari dihitung semenjak ditandatangani oleh ketua 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. 
Ombudsman Republik Idonesia Perwakilan Sulawesi Selatan juga 
melanjutkan pemeriksaan  dengan : 
1. Memanggi secara tertulis Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
2. Meminta penjelasan tertulis 
3. Melakukan pemeriksaan secara langsung di Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar. 
3. Investigasi 
 Investigasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan untuk 
melengkapi data pendukung dan mendalami kebenaran dari laporan masyarakat 
tersebut. 
4. Klarifikasi 
Tindak lanjut pengaduan biasanya dilakukan dengan klarifikasi atau 
investigasi, setelah data diperoleh maka masih perlu dianalisa lagi apakah benar 
bahwa telah memenuhi unsur-unsur aladministrasi publik maka dibuatkan kesimpulan 
kasus yang diberikan pelapor, selanjutnya diputuskan melalui mediasi atau tidaknya. 
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a. Permintaan Klarifikasi Ombudsman 
Salah satu wewenang yang dapat dijalankan ombudsman adalah meminta 
klarifikasi (penjelasan) kepada pejabat publik sehubungan dengan adanya keluhan 
dari masyarakat. Untuk menindaklanjuti laporan yang sederhana. Ombudsman 
biasanya tidak terjun ke lapangan. Cukup melakukan telaah dibelakang 
meja.Kadangkala laporan yang tampaknya sederhana setelah dilakukan telaah 
dokumen dibelakang meja dan setelah ada penjelasan tertulis dari pejabat publik yang 
dilaporkan barulah diketahui bahwa permasalahan tersebut tidaklah sesederhana yang 
dibayangkan. Adapun bentuk dari permintaan klarifikasi Ombudsman ada dua yakni 
permintaan klarifikasi secara langsung dan klarifikasi secara tidak langsung.45 
1. Permintaan klarifikasi secara langsung 
Seperti disebutkan diatas, terjadi wawancara pada saat melakukan kunjungan 
ombudsman ke lapangan, pada dasarnya sedang terjadi permintaan klarifikasi secara 
langsung. Sebagai catatan, wawancara yang dilakukan ombudsman sangat berbeda 
dengan introgasi yang dilakukan polisi atau jaksa. Disebut klarifikasi langsung karena 
proses penggalian data dan permintaan penjelasan dilakukan secara langsung dengan 
bertatap muka. Kadangkala permintaan penjelasan dilakukan secara tertulis dari 
belakang meja masih harus dilengkapi dengan melakukan cross check di lapangan 
(klarifikasi langsung), demikian juga sebaliknya. 
                                                             
45 Budhi Matshuri, 2005, Mengenal Ombudsman Indonesia, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54. 
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2. Permintaan klarifikasi secara tidak langsung 
 Permintaan klarifikasi tidak langsung biasanya dilakukan melalui surat resmi. 
Dikatakan sebagai klarifikasi tidak langsung karena pada saat meminta penjelasan, 
ombudsman tidak bertatap muka atau tidak berinteraksi secara langsung dengan 
pejabat publik terkait. Permintaan klarifikasi secara tidak langsung biasanya diajukan 
oleh ombudsman kepada pejabat publik terkait setelah melakukan telaah dokumen di 
belakang meja atau setelah memperoleh temuan-temuan baru dari hasil kunjungan 
investigasi di lapangan. 
b. Permintaan Klarifikasi Sekaligus Rekomendasi 
Produk akhir dari ombudsman adalah rekomendasi.meskipun demikian 
permintaan klarifikasi merupakan bagian penting sebelum proses penyusunan 
rekomendasi dilakukan. Tetapi dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat 
biasanya ombudsman juga mempertimbangkan efektifitas dan esensi 
waktu.Panjangnya alur birokrasi lembaga pemerintahan dan lembaga Negara di 
indonesi menjadikan ombudsman terus berupaya melakukan modifikasi den 
terobosan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat secara lebih cepat. 
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Untuk sampai dikeluarkannya tanggapan terhadap permintaan klarifikasi dari 
ombudsman, biasanya surat-surat harus melewati beberapa level meja administrasi 
birokrasi yang ada di lembaga pemerintahan atau lembaga Negara.46 
4. Mediasi 
Salah satu wewenang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi 
Selatan adalah melaksanakan mediasi kepada pihak terlapor (Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar) dengan Pelapor. Menurut penulis, terdapat beberapa lembaga yang 
dapat terlibat dan berperan serta dalam proses mediasi dalam membantu OKM dalam 
menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya. Lembaga-lembaga tersebut yaitu, 
Komisi Yudisial dalam hal praktik-praktik maladministrasi di Pengadilan, Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) dalam hal kasus-kasus yang melibatkan konsumen dan badan 
usaha, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) jika melibatkan pihak bank sebagai 
terlapor, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jika pihak terlapor adalah 
lembaga-lembaga yang bergerak di wilayah bursa efek dan/atau komoditi, Badan 
Pengawas Daerah (Bawasda) jika pihak terlapor melibatkan instansi pemerintah, 
Lembaga Perlindungan Jemaah Haji (LPJH), lembaga-lembaga penegak hukum, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain 
 
                                                             
46 ibid 
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5. Monitoring 
Monitoring dilakukan melalui surat yang dilayagkan kepada Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar mengenai seberapa besar rekomendasi telah berjalan. 
Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk  menindaklanjuti laporan masyarakat baik 
yang belum maupun sudah mendapat respon dari instansi terlapor, serta mengetahui 
tingkat ketaatan instansi terlapor, terhadap tindak lanjut Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. 
6. Rekomendasi 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan membuat 
rekomendasi mengenai penyelesaian laporan termasuk rekomendasi kepada 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, 
dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi ombudsman, kepada atasan 
terlapor untuk dilaksanakan dan atau, ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.47 
Rekomendasi memuat : 
a. Uraian tentang laporan yang disampaikan kepada ombudsman 
b. Uraian tentang hasil pemeriksaan 
c. Uraian tentang maladministrasi, dalam hal ini adalah penundaan berlarut  
                                                             
47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 1 Angka 7. 
59 
 
d. Kesimpulan dan pendapat ombudsman mengenai hal-hal yang perlu 
dilaksanakan terlapor dan atasan terlapor. 
Rekomendasi ini dilakukan selama 14 hari sejak rekomendasi tersebut 
ditandatangani oleh kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi 
Selatan. 
Penulis melakukan wawancara dengan ibu ST. Dwi Adiyah selaku asisten 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, beliau mengatakan 
bahwa : 
“Koordinasi Ombudsman dan Kapolrestabes, dimana kapolrestabes sebagai 
terlapor terkait penundaan berlarut koordinasinya dilakukan dengan kepala unit atau 
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, karena beliau kan memiliki power 
atau kekuatan untuk mencegah mal-administrasi selanjutnya” 
Dari hasil wawancara di atas penulis setuju dengan yang dikatan oleh ibu Dwi 
karena Kepolisian Resort Kota Besar Makassar merupakan lembaga negara, dan jika 
koordinasinya langsung dilakukan dengan pihak yang melakukan mal-administrasi 
negara kemungkinan akan menjadi lebih rancu. 
Selain itu ibu ST. Dwi Adiyah juga menambakan bahwa : 
 “ Kepolisian Resort Kota Besar Makassar hanya didatangi sekali saja, 
dan nanti kita akan tindak lanjuti dengan laporan berkas dan sampai ke bagian 
IRWASDA dan POM”. 
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B.Faktor Penghambat Ombudsman Republik Indonesia dalam Menyelesaikan 
Pengaduan Pelayanan Publikdi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
Konsekuensi eksistensi yang berhubungan erat dengan konsep kehidupan. 
Semakin tinggi kualitas dan kuantitas suatu kewajiban yang diemban, maka semakin 
besar pula tantangan dan rintangan yang akan menghadang. Ini sudah merupakan 
hukum alam yang berlaku secara universal dan konstan di setiap tempat dan waktu. 
Hukum ini juga yang mutlak akan dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Sulawesi Selatan sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan 
publik. Sejak awal didirikannya hingga sekarang ini, lembaga Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan masih memiliki beberapa kendala yang 
menghambat keberhasilan dan mampu mengurangi daya efisiensi dan efektifitas 
kinerjanya. 
 Dalam kesempatan ini penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak 
Muslimin B. Putra, Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, 
Tanggal 29 Maret 2017, beliau mengatakan bahwa : 
 “ Setiap menyelesaikan suatu masalah pastinya aka nada hambatan, dan saya yang 
biasa membantu menyelesaikan masalah aduan terkait penundaan berlarut yang dilakukan 
oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar adalah tranparansi dari KAPOLRESTABES 
itu sendiri” 
 
Adapun Faktor Penghambat bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan pengaduan pelayanan publik di Kepolisisan 
Resort Kota Besar Makassar adalah “Kurangnya transparansi dari Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar dalam memberikan informasi perkembangan penyelidikan”. 
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Tentunya hal ini dapat menyulitkan Ombudsman dalam menyelesaikan pengaduan 
pelayanan public di Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar. 
C. Prosedur Laporan Pengaduan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
 Dalam penelitiannya, penulis mendapatkan informasi bahwa dalam 
pengaduan di Kantor Polisi ada tahapan atau prosedur yang harus dipenuhi baik pihak 
pengadu ataupun anggota Kepolisian. 
Laporan adalah pemberitahuan 0yang disampaikan oleh seseorang karena hak 
dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang 
salah satu sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana48, sementara pengaduan 
adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada 
pejabat yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya49. 
 Abdullah selaku wakil kepala SIWAS Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar, mengatakan bahwa : 
“Laporan yang kami terima itu ya macam-macam ada laporan pengaduan 
kekerasan, laporan pencurian dan lain-lain intinya sangat banyaklah mengingat 
daerah ini merupakan kota besar” 
                                                             
48 KUHAP, Pasal 1, angka 25. 
49 KUHAP, Pasal 1, angka 24. 
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 Cara melapor ataupun mengadukan suatu perkara di Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar :50 
1. Setiap orang dapat langsung mengadu di Kepolisian Resort Kota Besar  
Makassar 
2. Pelapor atau Pengadu dapat membuat surat aduan di Polrestabes dan 
menceritakan atau menguraikan apa yang diadukan terkait masalahnya 
3. Selain itu pelapor atau pengadu juga dapat mengadu secara langsung pada 
penyidik dan akan diberikan arahan secara langsung. 
Pelayanan pelaporan atau pengaduan di Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar dilakukan pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau biasa 
disebut dengan SPKT, Bagian ini berada pada bagian depan agar memudahkan 
masyarakat dalam melapor.  
Nyoman selaku anggota di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu pada 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, mengatakan bahwa : 
“Di sini ada dipasang anggaran dana yang di tempel pada ruangan depan 
tempat menerima aduan “ 
Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa adanya ketidak 
transparan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, sangat 
disayangkan bahwa tidak ada SOP (Standar Operasional Pelayanan )atau bahkan 
                                                             
50 Hasil wawancara dengan Abdullah, Kepala SIWAS Kepolisian Resort Kota Besar Makassar , Tanggal 
6 Februari 2017. 
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yang paling minimal adalah standar pelayanan tentang bagaimana cara atau tahapan 
untuk laporan pengaduan tidak di pasang seperti halnya SOP untuk Laporan 
Keterangan Kehilangan Surat-surat berharga, padahal sebelum itu penulis juga telah 
melakukan wawancara dengan bapak Abdullah wakil kepala SIWAS Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar, beliau mengatakan bahwa : 
“ Pelayanan publik di Kepolisisan Resort Kota Besar Makassar sudah sangat 
baik dan juga telah terpasang Standar Pelayanan dan ada SOP di setiap bagian di 
Kepolisisan Resort Kota Besar Makassar” 
SOP atau bahkan Standar Pelayanan sangatlah penting untuk diberitahukan 
secara publik dengan cara di pasang di ruanagan Sentra Pelayanan Kepolisian 
Terpadu dengan alasan untuk memudahkan masyarakat agar tidak kebingungan 
ketika melaporkan suatau kejadian. Seharusnya Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar dapat menjadi panutan dalam memberikan Pelayanana laporan pengaduan 
karena melihat banyaknya laporan pengaduan yang diterima di Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar 
Berikut adalah laporan pengaduan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
tahun 2016. 
Tabel 1. Laporan/Pengaduan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 2016 
Bulan 
Laporan 
Polisi Kehilangan 
Januari 212 1.275 
Februari 241 1.137 
Maret 243 1.337 
April 255 1.437 
Mei 200 1.484 
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Juni 229 759 
Juli 218  1.184 
Agustus 279 849 
September 197 1.050 
Oktober 263 1.486 
November 231 1.486 
Desember 214 854 
Sumber : Data Sekunder. 201651 
 
 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa begitu banyak jumlah laporan dari 
masyarakat di Kota Makassar mengingat Kota Makassar termasuk Kota Besar dan 
sudah pasti tingkat kerawanannya pun tinggi. Hal ini tentunya membuat masyarakat 
memberikan harapan tinggi terhadap polisi sebagai pelindung masyarakat, tetapi pada 
kenyataannya pelayanan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar belum 
sepenuhnya baik, hal ini terbukti bahwa masih terjadi penundaan berlarut dalam 
proses pelayanan laporan pengaduan dan dilaporkan oleh masyarakat ke Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. 
 
 
 
 
 
                                                             
51 Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan : 
1. Fungsi koordinasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi 
Selatan dalam menyelesaikan pengaduan pelayanan publik di Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar belum dilaksanakan secara optimal, hal ini 
dibuktikan dengan adanya beberapa pengaduan ke ombudsman terkait 
Polrestabes dengan kasus yang sama karena penyelesaian dari pihak 
ombudsman hanya sampai pada tahap rekomendasi atau hanya memberikan 
saran saja dan kembali lagi dengan instansi pemerintah itu sendiri. 
2. Faktor penghambat Ombudsman Republik Indonesia dalam Menyelesaikan 
Pengaduan Pelayanan Publik di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
adalah kurangnya transparansi dari Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
dalam memberikan informasi perkembangan penyelidikan sehingga 
menyulitkan pihak Ombudsman itu sendiri. 
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B. SARAN 
Berdasarkan temuan diatas maka dapat diajukan beberapa saran : 
1. Rekomendasi yang tidak mengikat dari Ombudsman Republik Idonesia 
Perwakilan Sulawesi Selatan, maka kualitas kinerja Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan menjadi sangat penting dan 
merupakan dasar kewenangannya untuk efektifitas kinerjanya, oleh karena itu 
diperlukan aturan tambahan berkaitan dengan tata cara penyelesaian masalah 
atau pengaduan di Ombudsman. 
2. Dalam menjalankan kewenangannya Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Sulawesi Selatan harus diberikan, dukungan manajerial dan 
administrasi, memiliki kekebalan dan berbagai tuntutan dan gugatan, dan 
dapat diakses untuk semua orang tidak hanya kalangan tertentu saja. 
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